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I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 

Regional, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 

Kaur Nomor 152 Tahun 2023 tentang standar biaya umum 

dan perjalanan dinas Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023 

perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap standar biaya 

umum dan perjalanan dinas Kabupaten Kaur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang perubahan atas peraturan Bupati Kaur Nomor 152 

Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Dan Perjalanan 

Dinas Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2828); 



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten 

Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) Dan/ A tau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6485); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33); 

12 . Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

13 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1113); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ J asa 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 

. R blik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494); 
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Menetapkan 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 
290); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2020 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 264); 

24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kaur Nomor 21); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 293); 

26. Peraturan Bupati Kaur Nomor 150 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1154); 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 152 
TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG 
STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS KABUPATEN 
KAUR TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 152 Tahun 2023 tentang 
Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023 
(Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1156) Ayat (2) diubah dan 
ditambahkan 2 (dua) Ayat baru, yakni Ayat (2) dan Ayat (3) sehingga Pasal 2 
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Pasal 2 

(1) Standar harga satuan meliputi: 

a. satuan biaya Honorarium; 

b. satuan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 

c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor; 

d. satuan biaya pengadaan Kendaraan Dinas; 

e. satuan biaya Pemeliharaan; 

f. satuan biaya Uang Makan dan Minum; 

g. satuan Biaya Uang Lembur; 

h. satuan biaya Transport; 

1. satuan biaya Sewa; 

j. satuan biayajasa penyelenggaraan kegiatan Pemerintah; dan 

k. satuan biaya Reward/Penghargaan. 

(2) Standar Biaya Umum tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati Kaur Nomor 

152 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas Kabupaten 

Kaur Tahun Anggaran 2023. 

(3) Pertanggung jawaban Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara at Cost (biaya riil) sedangkan 

Pertanggung jawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD dilakukan secara Lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan 

Dinas dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati ini dengan tetap memperhatikan Efisiensi, Efektivitas, Kepatuhan, 

Kewajaran dan Akuntabilitas. 

(4) Ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas tercantum pada Lampiran II 

Peraturan Bupati Kaur Kabupaten Kaur Nomor 152 Tahun 2022 tentang 

Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 

2023 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 

Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Diundangkan di Bintuhan 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal / 3 Noverr1,6.or 2023 

SEK~ETARIAT PEMERIMTAH KABUPATEH KAUR 
BAGIAN HUKUII 

BUPATI KAUR, 

L -----------

pada tanggal / 3 Novem~ 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KAUR, 

JABATAN 
Sekretaris Daerah 

Assisten 

Kepala Dinas /Badan 

Kepala Bagian H ukum 

FARAF 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NO MOR : / 9.99 


